Apakah ini benar-benar solusi untuk krisis biaya hidup kita?
Australia seharusnya menyebut krisis biaya hidup ini dengan nama yang sebenarnya — kesenjangan kekayaan yang dapat diatasi dengan penghasilan dasar universal dan reformasi pajak yang sesungguhnya.
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Australia seharusnya menyebut krisis biaya hidup ini dengan nama yang sebenarnya — kesenjangan kekayaan yang dapat diatasi dengan penghasilan dasar universal dan reformasi pajak yang sesungguhnya.
`
Para pemimpin politik Australia baru saja menghabiskan berbulan-bulan menjanjikan miliaran dolar untuk membantu negara mengatasi apa yang umumnya disebut sebagai krisis biaya hidup.
Namun, sedikit yang mengakui bahwa istilah krisis biaya hidup sebenarnya merujuk pada ketidaksetaraan kekayaan, konsekuensi tak terhindarkan dari sistem kapitalis yang semakin memburuk setiap tahun.
Sederhananya, orang kaya semakin kaya, sementara kesenjangan dengan mayoritas yang tidak menikmati kekayaan tersebut semakin lebar.
Membiarkan ketidakadilan itu terus berlanjut dan berkembang hanya akan mengarah pada keruntuhan masyarakat, terutama yang menghadapi transformasi radikal dalam arti bekerja seiring teknologi mengambil alih pekerjaan.
Ada cara yang lebih baik ke depan dan telah terbukti berhasil.
Sebuah konsep yang relatif lama — pendapatan dasar universal — belum diterapkan secara nasional, tetapi berbagai uji coba dan eksperimen telah berhasil dilakukan di banyak negara, semua menunjukkan bahwa konsep ini secara signifikan dapat mengurangi ketidakpastian ekonomi, kemiskinan, dan ketidaksetaraan.
Ini bisa menjadi solusi untuk krisis biaya hidup dan banyak hal lainnya.
Sebagian besar pendukung mengusulkan pendapatan dasar yang memastikan standar hidup yang layak di atas garis kemiskinan — biasanya 50 persen dari pendapatan median.
Di Australia saat ini, 50 persen dari pendapatan mingguan median akan sekitar $549,00 per minggu setelah pajak untuk individu.
Hal ini juga akan memerlukan reformasi perpajakan besar-besaran yang mencakup memastikan perusahaan multinasional — beberapa di antaranya hampir tidak membayar pajak — membayar bagian yang adil.
Apa itu?
Pendapatan dasar universal adalah pembayaran rutin dan tanpa syarat yang diberikan oleh pemerintah kepada setiap warga negara, tanpa memandang pendapatan, status pekerjaan, atau kekayaan.
Tujuannya adalah untuk mengurangi kemiskinan dengan memastikan tingkat keamanan finansial minimum bagi semua orang dan menciptakan masyarakat yang lebih adil. Pada saat yang sama, hal ini akan memberikan orang kebebasan yang lebih besar untuk mengejar pendidikan, perawatan, kewirausahaan, dan pekerjaan non-tradisional lainnya.
Konsep pendapatan dasar universal telah ada sejak berabad-abad yang lalu. Asalnya dapat ditelusuri hingga santo Katolik abad ke-16, Thomas Moore, dan para pendukungnya termasuk revolusioner Amerika dan Prancis, Thomas Paine, serta pendiri aliran Liberal, John Stuart Mill.
Pada abad ke-20, ekonom Amerika Milton Friedman secara efektif mengkampanyekan gagasan ini melalui usulan pajak penghasilan negatifnya pada tahun 1960-an, sementara Martin Luther King Jr. juga mengadvokasi pendapatan yang dijamin. Bahkan Presiden AS Richard Nixon melakukan eksperimen dengan pendapatan dasar universal pada tahun 1970-an.
Potensi yang semakin meningkat bagi pekerjaan yang saat ini dilakukan oleh pekerja manusia untuk diambil alih oleh mesin — yang menyebabkan pengangguran massal seperti yang didefinisikan saat ini — telah memicu minat baru terhadap gagasan pendapatan dasar universal.
Hal ini tidak disukai oleh sebagian orang yang berargumen bahwa hal itu dapat menjadi penghambat untuk bekerja dan terlalu mahal untuk memberikan dukungan finansial kepada orang-orang yang tidak atau tidak dapat membalasnya dan dianggap tidak layak.
Namun, tidak ada bukti yang mendukung klaim-klaim tersebut.
Orang-orang tetap akan menginginkan lebih banyak barang material dan gaya hidup yang lebih baik daripada yang dapat dipenuhi oleh pendapatan dasar.
Mereka tetap akan memilih bekerja untuk mewujudkan aspirasi mereka. Sebuah uji coba di Finlandia pada tahun 2016 juga mengonfirmasi hal ini, serta menunjukkan bahwa kelompok pengangguran yang menerima pembayaran tersebut melaporkan tingkat stres yang jauh lebih rendah dan kesehatan yang lebih baik.
Menghadapi biaya
Membiayai pendapatan dasar universal akan memerlukan reformasi pajak yang substansial — dan keberanian politik — termasuk pajak kekayaan, terutama pada perusahaan yang saat ini tidak membayar porsi pajak mereka.
Tiga puluh satu persen perusahaan multinasional hampir tidak membayar pajak di Australia pada tahun 2022-23 meskipun mereka memiliki pendapatan yang besar.
Jika perusahaan-perusahaan seperti ini dikenakan pajak dengan tarif yang sama dengan individu yang berpenghasilan lebih dari $180.000 — secara efektif tarif pajak marginal 45 persen — potensi penerimaan pajak dari perusahaan-perusahaan ini saja sudah cukup untuk membiayai pendapatan dasar universal secara penuh.
Di Norwegia, perusahaan pertambangan dikenakan pajak sebesar 78 persen. Perusahaan-perusahaan tersebut tetap menghasilkan miliaran dolar keuntungan, tetapi setiap warga negara secara teknis menjadi jutawan berkat dana kekayaan negara (sovereign wealth fund) yang menyediakan layanan sosial seperti perawatan kesehatan gratis, pendidikan, dan jaminan sosial.
Di Australia, Medicare dan tunjangan pensiun bagi lansia pernah dikritik sebagai tidak terjangkau, tetapi kini menjadi bagian fundamental dari struktur sosial kita.
Contoh-contoh ini menunjukkan kelayakan implementasi langkah-langkah sosial ambisius, seperti pendapatan dasar, yang secara signifikan mengatasi ketidaksetaraan yang meluas.
Kritik terhadap pendapatan universal mengabaikan banyak cara di mana orang berkontribusi pada masyarakat secara sukarela dan seringkali tidak diakui.
Ada juga manfaat yang lebih luas dari masyarakat yang lebih adil. Negara-negara yang lebih adil telah terbukti memiliki tingkat gangguan mental, bunuh diri, kekerasan terhadap anak, kekerasan dalam rumah tangga, dan kejahatan lainnya yang lebih rendah.
Monopoli sumber daya oleh elit kaya — di mana 1 persen terkaya memiliki kekayaan lebih dari dua kali lipat dibandingkan lebih dari 85 persen populasi global — tidak berkelanjutan.
Di Australia, 10 persen teratas penghasilan memiliki pendapatan mingguan rata-rata setelah pajak tujuh kali lipat lebih tinggi daripada 20 persen terbawah, dan 10 persen teratas rumah tangga kini menguasai 44 persen total kekayaan.
Dan semua itu terjadi sementara setidaknya 3,3 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan — termasuk 761.000 anak-anak.
Manfaat
Pendapatan dasar universal merupakan fondasi penting bagi masyarakat demokratis dan egaliter.
Skema pendapatan semacam ini telah terbukti mengurangi ketidaksetaraan kesehatan dan secara langsung meningkatkan hasil kesehatan fisik dan mental. Skema ini juga akan membantu perempuan yang terjebak dalam situasi kekerasan dalam rumah tangga dan tidak dapat meninggalkan situasi tersebut karena kurangnya dukungan finansial.
Dampak dramatis teknologi terhadap lapangan kerja telah memicu uji coba pendapatan dasar yang sukses di beberapa bagian Spanyol, Namibia, Kanada, Finlandia, Kenya, India, Uganda, dan Swiss.
Australia telah melihat versi sementara dari program ini.
Tanggapan awal pemerintah Morrison terhadap pandemi termasuk dukungan pendapatan melalui skema JobSeeker, yang menggandakan pembayaran bagi pengangguran, dan JobKeeper, yang secara efektif memberikan pendapatan dasar bagi pekerja kontrak, menjaga mereka di atas garis kemiskinan selama enam bulan pada tahun 2020.
Pendapatan dasar universal berpotensi secara permanen mengurangi ketidaksetaraan dan kemiskinan hingga tingkat negara kesejahteraan Nordik, yang rata-rata sekitar setengah dari tingkat Australia.
Hal ini akan memerlukan kenaikan pajak yang signifikan, terutama bagi perusahaan multinasional besar, tetapi hanya akan menaikkan tarif pajak Australia hingga rata-rata pajak OECD.
Kombinasi pajak atas kekayaan berbasis aset, seperti nilai tanah, saham korporasi, sumber daya pertambangan, dan pajak transaksi, juga dapat dipertimbangkan. Pendapatan dari pajak tersebut dapat dikelola melalui dana kekayaan negara.
Pemerintah Albanese telah merevisi pemotongan pajak dan menawarkan lebih banyak, tetapi pemotongan pajak tidak akan mengatasi kemiskinan dan ketidaksetaraan atau memungkinkan pengenalan pendapatan dasar universal.
Pemimpin politik Australia telah diperingatkan tentang tren ketidaksetaraan dan ketidakpastian pekerjaan oleh Komisi Produktivitas pada tahun 2016, tetapi kedua partai politik utama hingga saat ini menolak penghasilan dasar universal dan tetap berpegang pada kebijakan pasar tenaga kerja tradisional dan kebijakan sosial. Kebijakan tersebut diadopsi oleh Partai Hijau pada tahun 2018.
Pendapatan dasar universal adalah mungkin dan menyediakan cara untuk mengatasi biaya ketidaksetaraan. Pertanyaannya adalah apakah pergeseran ini terjadi melalui pilihan kebijakan etis atau kebutuhan mendesak sebagai upaya terakhir.
Profesor Christine Morley adalah Kepala Program Studi Pekerjaan Sosial dan Layanan Manusia di Sekolah Kesehatan Masyarakat dan Pekerjaan Sosial, Universitas Teknologi Queensland. Ia memiliki pengalaman luas sebagai peneliti pekerjaan sosial di berbagai bidang, termasuk kemiskinan dan ketidaksetaraan kekayaan.
Dr Phillip Ablett adalah dosen senior dalam bidang Pekerjaan Sosial dan Layanan Manusia di Queensland University of Technology. Ia tertarik untuk mempengaruhi secara positif pembentukan profesional dan warga negara yang kritis untuk menciptakan dunia yang lebih adil secara sosial, demokratis, dan berkelanjutan.
Associate Professor Jenni Mays bekerja di Sekolah Kesehatan Masyarakat dan Pekerjaan Sosial di Queensland University of Technology. Ia diakui sebagai ahli internasional dalam bidang pendapatan dasar dan kebijakan sosial.
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